SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2004
JUNCTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 4 TAHUN
2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
_~ KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

Menimbang

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 11 Tahun 2007 dan sesuai Surat Ketua DPRD Kabupaten
Kediri Nomor 173.1/744/418.02/2011 tanggal 25 Nopember
2011 perihal Hasil Kajian Perhitungan Tunjangan Perumahan
DPRD, Nota Dinas Kepala BPKAD Kabupaten Kediri Nomor
590/5819/418.73/2011 tanggal 21 Desember 2011 perihal
Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Kediri Nomor 21
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kediri serta Berita Acara
Nomor 590/366/418.73/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang
Pembahasan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kediri
Nomor 21 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.
Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kediri perlu
merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005



Mengingat

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 21 Tahun 2004 Juncto Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2010;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 21 Tahun 2004 juncto Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3630);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;



10.

11

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan mengenai Kewenangan Pemerintah Tata Tempat,
Tata Upacara, Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3432);



12.
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14.

15

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 07/PMK.02/2008;



Menetapkan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 16
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor
13 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32) ;

21. Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 21 Tahun 2004 juncto Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 21 TAHUN
2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2004
JUNCTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 21
TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI



Pasal I
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 21 Tahun 2004 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2005 Nomor 21 Seri E) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :
a. Nomor 15 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2006 Nomor 15);
b. Nomor 17 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2008 Nomor 17);
c. Nomor 23 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2010 Nomor 23);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan
sebagai berikut :
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 7.987.000,00 (tujuh juta
sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.603.000,00 (enam juta
enam ratus tiga ribu rupiah) per bulan;

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.843.000,00 (empat juta
delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per bulan.

(2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan hasil survey harga sewa rumah beserta
kelengkapannya di Jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Kediri
oleh PT. Superintending Company of Indonesia.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan pada awal bulan.

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan pada Pos DPRD.



Pasal II
Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Surat Ketua DPRD
Kabupaten Kediri Nomor 173.1/744/418.02/2011 tanggal 25
Nopember 2011 perihal Hasil Kajian Perhitungan Tunjangan
Perumahan DPRD, Nota Dinas Kepala BPKAD Kabupaten Kediri
Nomor 590/5819/418.73/2011 tanggal 21 Desember 2011 perihal
Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Kediri Nomor 21 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kab. Kediri, dan Berita Acara Nomor
590/366/418.73/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang
Pembahasan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kediri
Nomor 21 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.
Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kediri, serta mulai

berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30-12 - 2011
BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal

30-12 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2011 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum




